REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2012 PENGESAHAN. Agreement. Republik Indonesia-
Republik Kazakhstan. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 13 April 2012 Pemerintah
Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Kazakhstan mengenai Pembebasan Visa Bagi
Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Republic of Kazakhstan on Visa
Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports),
sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Kazakhstan;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan
tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN ~ PRESIDEN  TENTANG  PENGESAHAN
PERSETU-JUAN  ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Kazakhstan mengenai Pembebasan Visa Bagi
Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the

Government of the Republic of Kazakhstan on Visa Exemption for Holders of
Diplomatic and Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal
13 April 2012 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia,
Bahasa Kazakh, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Kazakh, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.
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Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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REPUBLIK INDONESIA

. PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan
selanjutnya disebut “Para Pihak”;

Menimbang untuk memperkuat hubungan bersahabat antara Republik
Indonesia dan Republik Kazakhstan;

Berhasrat berdasarkan asas timbal balik untuk menyederhanakan saling
kunjung warga negara Republik Indonesia dan Republik Kazakhstan, antara
pemegang paspor diplomatik dan dinas kedua negara;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Para Pihak;
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas dapat
-memasuki, meninggalkan dan transit melalui wilayah negara Pihak lainnya tanpa
~'visa untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30.(tiga puluh) hari sejak

tanggal masuk dan tidak dapat diperpanjang.
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PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik dan dinas yang sah dari warga negara Para
Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah
negara Pihak lainnya. ;

PASAL 3
PEMBATASAN VISA

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas, wajib
masuk dan keluar dari wilayah negara Pihak lainnya melalui titik manapun yang
terbuka untuk lalu lintas internasional tanpa pembatasan apapun, kecuali yang
ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, yang
menurut hukum negara Para Pihak dapat diterapkan kepada pemegang paspor
diplomatik dan dinas.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga negara Para Pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik

dan dinas yang sah, yang ditunjuk sebagai anggota misi diplomatik dan pos
konsuler, terakreditasi untuk negara Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka
tidak dibebaskan dari prosedur memperoleh visa dan wajib dipersyaratkan untuk
memperoleh visa masuk yang tepat dari misi diplomatik atau pos konsuler Pihak
lainnya sebelum memasuki wilayah negara Pihak tersebut.

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG

Masing-masing Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau
mengakhiri masa tinggal warga negara Pihak lainnya, pemegang paspor
diplomatik dan dinas, yang berada di wilayahnya apabila dianggap bahwa orang
tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 6
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, contoh paspor-
paspor diplomatik dan dinas yang masih berlaku sebelum Persetujuan ini berlaku.
Dalam hal terjadi perubahan terhadap paspor diplomatik dan dinas, Para Pihak
wajib saling memberitahukan satu sama lainnya melalui saluran diplomatik secara
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tertulis, dengan melampirkan paspor baru tersebut, sebelum paspor baru tersebut
berlaku.

PASAL 7
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik
secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional,
ketertiban umum atau kesehatan publik.

2. Pengenalan, sebagaimana pengakhiran penangguhan Persetujuan menurut
ayat 1 Pasal ini, wajib dikomunikasikan sebelumnya kepada Pihak lainnya melalui
saluran diplomatik.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau
pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui
konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

PASAL 9
PERUBAHAN DAN SISIPAN

Persetujuan ini dapat diubah atau disisipi berdasarkan kesepakatan bersama
Para Pihak. Perubahan tersebut wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Persetujuan ini dan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan ayat 1 dari Pasal 10
Persetujuan ini.

PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penerimaan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran
diplomatik, bahwa persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini
sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan
nasionalnya telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan dan wajib tetap
berlaku untuk 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis
melalui saluran diplomatik dari salah satu Pihak mengenai keinginannya untuk
mengakhiri Persetujuan ini.
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Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh
oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di :Jd.ka€4pada tanggal '3. AR hari Jumat. . 2012
rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Kazakh, dan Inggris, semua naskah
memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran,
naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK KAZAKHSTAN

Natalegawa Yerzhan Kazykhanov
r Negeri Menteri Luar Negeri
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MHpoHe3us PecnybnukackiHbIH YKiMeTi MeH

KazakctaH PecnybnukacbiHbIH YKiMeTi apacbiHaafbl
OUNMOMATTLIK XaHe KbI3MeTTiK nacnopTrapabiH
venepiH BU3anapaaH 6ocaty Typansi
KENICIM

BynaH api «Tapantap» nen atanaTtbiH MHpoHesns
PecnybnukackiHbiH YkiMeTi meH KasakctaH PecnyBnukacbiHblH YKiMeETI,

WHooHeana  PecnyBnukackl MeH  KasakcraH — Pecnybnukach!
apacbiHgafbl  [OCTblK  KapbiM-KaTblHacTapAbl  HbIFAATY  MYMKIHAIriH
KapacTblpa OTeIpbIn,

MHpoHeana Pecnybnukacel meH Kasakcrad PecnybnukacbiHbiH
asaMarrapbl kapamgbl OWNIOMaTTblK JKSHe KbISMETTIK  nacnoptrap
venepiHiy exki MemnekeT apackiHAafFbl e3apa canapnapbliH e3apa Heriage
XKeHingeTyre HueT Bingipe oTkIpbIn,

Tapantap MeMnNekeTTepiHiH KonaaHbicTafsl  3aHgapbl  MeH
HOPMAaTUBTIK KyKbIKTBIK aKTinepiHe calikec apekeT eTe oTbiphir,

TeMeHerinep Typans! kenicTi:

1-6an
BuaanappaH 6ocary

Tapantap MEMMNEKETTepiHiH asamartTapbl, apamgbl AWMNNoOMaTThIK
WoHe KblsMETTIK nacrnopTrap venepi exiHwi Tapan MemnekeTiHiH{ aymarbiHa

‘kenreH kyHHeH Bactan 30 (oTbi3) KyHre AewiHri MepsiMre Bu3acbl3 Kipe

anafbl; ‘WbiFa anagbl XXeHe TPaH3UTNeH 8Te anagel, OHbIH KonAaHsIc Mep3imi
y3apTbinManap!.
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2-6an
MacnopTrapabi{ KonaaHbINy Mep3imi

Tapantapably apkancbIChl MeMnekeTTepi asamMaTTapbIHbIK
AUNINIOMATTLIK MaHe Kbl3METTIK NacnopTTapbiHbH KOMAaHbiny Mepsimi ekiHLui
Tapan MeMNeKeTIHIH ayMarbiHa kipyre AeiiH kemiHae 6 (anTbi) ait 6onybl THiC.

3-6an
Buzabl wekrey

Tapantap MeMnekeTTepiHi{  yNTTblK  3aHHamanapbiHa  Calkec
Kayinciagik, coHpai-ak Keli-KoH, KeAeH canackiHAaFbl >sHe caHuTapus
canacblHAarbl Xapamibl OWNNOMAaTTbIK KSHEe KbI3MEeTTiK nacnopTrap
WenepiHe KaTbICTb! KOMAaHbINybl MyMKIH LLEKTeYNepdi KocnafaHaa, Tapantap
MeMMNeKeTTepiHiH asamaTTapbl, XKapamisbl AWNMOMAaTTLIK JKeHEe KbI3MeTTIK
nacnoptrap venepi xanbikapanblk KaTblHAcTap YLWiH alibiiFaH Kes Kenred
eTKi3y NyHKTTEpI apKbinb eKiHLWi Tapan MEMNEKETIHIH
aymafbiHa/aymarbiHaH KaHpaw ga bip ekTeynepcia kene anagbl xsHe
KeTe anagbl.

4-6an

Ounnomatusanelk ekinaikTepaid HeMece KOHCYNAabIK MeKeMenepaid
MylwenepiHe apHanfaH Bu3anap

EkiHWi  Tapan MeMnekeTiHiH aymarbiHOa  akKkpeauTTenrex
aunnomaTuansik eKinaikke Hemece KOHCYNAbIK Mekemere
TafalblHpanfaH Tapantap MEeMMEKeTTepiHiH asamarrapbl, xapamgsi
AUNNOMATTbIK  MSHE KbI3MeTTiK nacnopT wenepi, onapgbliH oTbachkl
MYLlenepiH Kkoca anfaHga, Bu3anblk TapTinTeH GocaTbinManibl XoHe
eKiHWi Tapan MemneKeTiHIH AMNNOMaTWUANLIK eKINAirHAe HeMEece KOHCYrabIK
MEKEMECIHAE TUICTI KIpY BM3anapbIH Kenrexre AeliH anyb! Tvic.

5-6an
Bunik ekinetTikTepi

TapantapgslH epKkanchbIChl erep Konaicbla Jen TaHbinca, ekiHuwi
Tapan wmemnekeTi a3amaTTapblHblH, Xapamabl OUNIOMaTThlK JKoHe
KbISMETTIK macnopTrapbl WenepiHiH e3 MeMnekeTiHiH aymafbiHa KernyiHe
pykcaT BepyneH Bac TapTy Hemece Gony Mep3iMiH TOKTATy KyKbifbiH ©3iHae
cakranabl.
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6-ban
MacnopTTapobiy ynrinepi

TapanTap ockl Kenicim KkylWiHe eHreHre AewWiH e34epiHii xapamabl
OMNMIOMATThIK X3HEe KbI3METTIK nacnopTrap ynrinepiMeH AMnnomaTUsinbIk-
apHanap  apkbinbl anmacagel. OunnomaTtTelK  xaHe KbI3METTIK
nacrioptrapfa Ke3 KenreH e3repictep eHrisinreH kafgavga,
nacnopTTap kKonAaHbicka eHrisinredHre pgeiniH  Tapantap xada
nacnopTrapfely  ynrinepiH  koca 6epe oTwipbin, ©6yn  Typansi
AunnomaTuAnblk apHanap apksinsl Bip-OipiH ka3bawa xabapgap ertyre
MIHOETTI.

7-6an
TokTaTta TYpy

1. Opbip Tapan ynTTbIK KAYINCI3AIKTI, KOFAMABIK TPTIMTI HEMECE KoFaMabIK
caynelKTbl KamMTamachls €Ty MakcaTbiHAa, ockbl KenicivHiH - KongaHbiChiH
yaKkbITLa, iliHapa Hemece Tonblk ToKTaTa Typa anagbl.

2. Ocbl BantblH 1-TapmarbiHa corkec ockl KeniciMHiH KonpaaHbICbiH
TokTara TypyAbH Oactanyel MeH askranybl Typanbl ekiHwi  Tapan
AUnnomMaTuanblK apHanap apkbiiel TWICTI Typae angsiH-ana xabapaap
eTinenl.

8-6an
Naynapabl pettey

Ocbl KenicivHiH epexenepiH TyCiHAIpY Hemece KkongaHy KesiHae
TyblHAafaH Kes KenreH kenicneylwiniktep Hemece paynap TapanTap
apacblHAafbl KOHCynbTauuanap Hemece Keniccesgep KOfbIMeH
LWweLinen;. :

9-6an
©3repicTep MeH TONbIKTLIPYNAP eHrizy

TapantapaobH e3apa kenicimi BolbiHWwa ockl Kenicimre atarfaH
KeniciMHI{ axbipamac 6Genikrepi 0Oonbin  TabbinaTelH e©3repictep MeH
TOMbIKTLIpYNap €eHrisinyi MymkiH xaHe ockl KeniciMHiH 10-6abbiHbiH 1-
TapMmafbiHAa Ke3fenreH TapTinneH Kywide eHepd,i.

10-6an
KyuwiHe eHyi, KonaaHbiC Mep3iMi XXaHe ToKraTty

1. Ocbl KeniciMm OHbIH KyLWiHE eHyi YWiH KaXeTTi MemMmnekeTilwinik
pacimaepai TapanTapablH OpblHAaFaHbLI Typanbl CoHfbl asbalua xabapnama
AunnoMaTusanblk apHanap apkelnbl ansiHFaH kyHiHeH 6acran 30 (oTkI3) KyH
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OTKEH COH KYLUiHE eHep,.

2. Ocbl Kenicim ©GenrineHBereH mep3iMre acanagbl XoHe
Tapantapgbli Gipi ekiHWi TapanTbl{ OHbIH KONMAAHLICLIH TOKTATY HMET
Typanel TWicTi xaabawa xabapnamackiH AUNNIOMATUANLIK apHanap apkbins
anfaH KyHHeH Bacrtan 2 (eki) ait eTkeHre genid Kywinae Kkanaab.

OcbiHbl KyanaHAbIpy YLWiH TWicTi yKiMeTTepi TWiciHIWE yaKineTTik
DepreH TeMeHae kon Koklsinap ockl KeniciMre Kon Konabl.

201 LwosInfel «l13» Anpun *-T*Ma KanacsiHOa SpKalchIChl
VHOOHE3VsA, Kasak aHe arfbiNwbliH TingepiHoe 2 (eki) TynHycka naHapa
»acanabl, api 6apnbik MaTiHAEPAIH KyLwi Bipaei.

Ocbl KenicivMHi{ epexenepiH TyciHaipy KesiHae kenicneyllinikrep
TyblHOafaH »affainpa, TapanTap afbifwelH TiNIHAETN MSTIHIEe  KYriHeTiH
tonagabl.

yOnuKachbIHbIH KaszakctaH PecnyGnukacbiHbiH

YkimeTi ywiH

rep ‘q HUCTPI bIPTKbI ICTEP MUHKCTPI

V.,Ha‘raneraaa Epxan KasbixanoB
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REPUBLIK INDONESIA

‘AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Kazakhstan hereinafter referred to as “the Parties™

Considering to strengthen the friendly relations between the Republic of
Indonesia and the Republic of Kazakhstan:

Desiring on a reciprocal basis to simplify mutual travel of nationals of the
Republic of Indonesia and the Republic of Kazakhstan, the holders of valid
diplomatic and service passports between the two States:

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the States of the Parties:

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

Nationals of the States of the Parties, holders of valid diplomatic and

~service passport may enter, leave and transit through the territory of the State of

-~ the other Party without visas for a period not exceeding 30 (thirty) days from the
date of entry and cannot be extended.
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ARTICLE 2
DURATION OF THE VALIDITY OF THE PASSPORTS

The duration of the validity of the diplomatic and service passports of
nationals of the States of each of the Parties shall be at least 6 (six) months
before entering into the territory of the State of the other Party.

ARTICLE 3
VISA RESTRICTIONS

Nationals of the States of the Parties, holders of valid diplomatic and
service passport, shall enter and depart from the territory of the State of the
other Party through any check-points opened for international traffic without
limitations, except for those stipulated in the security, migratory, customs and
sanitary provisions, according to national legislation of the States of the Parties
may apply to holders of valid diplomatic and service passports.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS OR CONSULAR POSTS

Nationals of the States of the Parties, holders of valid diplomatic and
service passports, appointed as members of diplomatic missions or consular
posts, accredited on the territory of the State of the other Party, including their
family members are not exempted from the visa procedure and shall be
required to obtain appropriate entry visas from the diplomatic missions or
consular post of the State of the cther Party prior to entry.

ARTICLE 5
RIGHTS OF AUTHORITIES

Each Party reserves the rights to refuse the admission of entry or
terminate the stay of nationals of the State of the other Party, holders of valid
diplomatic and service passports, on the territory of its State if it considers that
these persons are found to be undesirable.

ARTICLE 6
SPECIMENS OF PASSPORTS

The Parties shall exchange through diplomatic channels, specimens of
valid diplomatic and service passports before this Agreement enters into force.
In case of any changes to diplomatic and service passports, the Parties shall
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inform each other through diplomatic channels by written notice, enclosing the
new passports before the passports enter into force.

ARTICLE 7
SUSPENSION

1. Each Party may temporarily suspend this Agreement, either in whole or
in part, with the reasons of national security, public order or public health.

2. The introduction, as well as the termination of suspension of this
Agreement referred to paragraph 1 of this Article, shall be duly informed to the
other Party through diplomatic channels in advance.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes arising out of the interpretation or
implementation of this Agreement shall be settled amicably through
consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 9
AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS

This Agreement may be amended and supplemented by mutual consent of
the Parties. Such amendments shall form an integral part of this Agreement and
enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 10 of this
Agreement.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) days from the date
of receipt of the last written notification by which the Parties notify each other,
through diplomatic channels, that their internal requirements for the entry into
force of this Agreement have been fulfilled.

2. The present Agreement is concluded for an indefinite period and shall
remain valid for 2 (two) months after the date of receiving written notification
through diplomatic channels from one of the Parties of its intention to terminate
it.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed the present Agreement.
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Done at . Jakartdon this ﬁffﬂ:...l& day of , 201.2,; in two
original copies in the Indonesian, Kazakh, and English languages, all texts
being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this
Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Yerzhan Kazykhanov
Minister oreign Affairs Minister of Foreign Affairs

www.djpp.depkumham.go.id





